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ABSTRAK

Permasalahan yang di=bahas dalam jurnal ini ‘adalah mengenai pembuatan e-
KTP yang belum berja@n dengan efektif, dikarnakan Masih_banyaknya masyarakat
Kecamatan Pontianak Utara yang belum memiliki wajib e-KTR, sehingga membuat
program Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP:ini-belum berjalan_dengan efektif.
Teori yang peneliti gunakan adalah teori Edward I11 (1980:1) Implementasi Kebijakan
Publik, dimana teori.ini " mengatakan bahwa Implemetasi Kebijakan Publik ‘merupakan
suatu tindakan atau-pelaksanaan dari sebuah rencana’yang sudah tersusun secaramatang
dan térperinci implementasi biasanya_ dilakukan setelah perencanaan‘sudah dianggap, fix.
Dan teori ini™terdiri dari beberapa faktor yang' mempengaruhi yaitur : Komunikasi,
Sumberdaya;-:Disposis dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan model
penelitian "kualitatif deskriptif. Hasil penélitian’ ini ;menunjukkan bahwasimplementasi
kebijakanpembuatan e-KTP di kecamatan pontianak utara belum berjalan dengan efektif,
hal ini dikarenakan masih banyak masayarakat yang wajib memiliki e-KTP namun belum
memilikinya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi' jalannya pembuatan e-KTP tersebut
diantaranya adalah:1. Komunikasi, kurangnya pemahaman masyarakat dengan kebijakan
pembuatan e-KTP ini membuat masyerakat tidak memiliki e-KTP, serta kurangnya
kesadaran masyarakat dalam wajib e-KTP'Iini sehingga proses pembuatan e-KTP belum
berjalan dengan efektif. 2. Sumber Daya, banyaknya fasilitas yang tidak memadal juga
memperhambat jalannya pembuatan e-K TR ini, seperti alat untuk perakam e-K TP hanya
ada duaalat sedangkan pihak operator membutuhkan alat lebih dari dua sehingga dalam
proses pembuatan e-KTP bisa berjalan dengan baik,serta _mengindari terjadinya
kerusakan=kerusakan alat yang imembuat pembuatan- e-KTP menjadi terhambat. 3.
Disposisi, dapat diartikan sebagal sikap para pel aksana untuk mengimplemetasi kebijkan,
pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan e-K TP.ini sudah berusaha melakukan yang
terbaik demi kepuasan masyarakat, \namun ada sebagian pihak yang.:mengutamakan
masyarakat yang'membuat e-K TP dengan memberikan tips atau uang, sehingga membuat
masyarakat lain merasa-di-pojokkan, hal ini membuat disposis-dalam pembuatan e-KTP
bisa sgja menjadi tidak efektip. 4. Struktur Birokrasi, dalam struktur birokrasi di
kecamatan pontianak utara, sudah sangat baik,dikarnakan petunjuk-petunjuk arah untuk
pembuatan e-KTP sudah jelas, dan masyarakat juga bisa memahami apa-apa sgja
infformasi yang ada. Dalam implementasi kebijakan pembuatan e-KTP di Kecamatan
Pontianak Utara ada beberapa faktor yang memperhambat jalannya kebijakan ini yakni
faktor sumber daya. Dikarnakan kurangnya fasilitas yang disedikan sehingga proses
pembuatan e-KTP belum berjalan dengan efektif, dan faktor Disposisi, dimana untuk
menentukan berhasilnya kebijakan pembuatan e-K TP yang efektif harus didukung dengan
sikap dari padaimplementor tersebut.

KataKunci : Implementasi kebijakan, pembuatan e-KTP
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ABSTRACT

The problems discussed in this paper is about the creation of e-1D card that
has not been implemented effectively, because Still many District of North
Pontianak communities that do not have an e-ID card required so as to make the
program Implementation Creation of e-ID card is not yet effective. The theory that
the researchers use a theory of Edward 111 (1980: 1) Implementation of Public
Policy, where this theory says that the Implementation of Public Policy is an
action or implementation of a plan that has been carefully structured and detailed
implementation planning is usually doneafter already considered fixed. And this
theory consists of several facters that influence*are. Communication, Resources,
Disposition and Bureaucratic Structure. This study tises descriptive qualitative
research models. Theresults of this study indicate that the implementation of e-1D
card policy-making in the distriet north of Pontianak.is not operating effectively,
this is because there are many communities that are required to have.an e-1D card
but do not-have it. There are four factors that affect the course of the creation of e-
ID cards include/the following: 1. Communication, lack of understanding.of the
policy-making community with e-ID card is made public does not have an‘e-1D
card, as well"as a lack of public awareness in e-ID card is required so that the
process of “making the e-ID ‘card is_not working effectively. "2-Resources,
inadequate humber of facilities aso memperhambat the course of making this e-
ID card,*such as atool for e-ID card Reeorder only two tools while the operator
requires more than two tools so that in the process of making the e-kD card ¢an
work well, and avoid the occurrence of the damage the tools that amake the
creation of e-ID card to be blocked. 3. Disposition, can be interpreted as the
attitude of the implementers to implements development policy, the parties
involved in the creation of e-ID card |is already trying to do the best far the
satisfaction of the community, but there are some people who give priority to
people’ who make the e-1D card-by giving tips or money, so it makes other people
feel backed into a corner, it makes a disposition in the creation of e-1ID gard may
be ineffective. 4. The structure of bureaucracy, the bureaucratic structure in the
district north of Pontianak, has been very good, because clues way for the
creation of e=ID card are clear, and peoplecanunderstand anything'any existing
information. In.the implementation of e-ID €ard policy-making in‘the District of
North Pontianak“there are severa factors that resistor course-of this policy the
resource factor. Because lack of“facitities-were“provided so that the process of
making the e-1D card is not working effectively, and Disposition factors, which to
determine the success of the policy of making an effective e-1ID must be supported
by the attitude of the implementor.

Keywords: Implementation of policies, the creation of e-ID card

Eny Rahmaningsih, NIM E21110046 2
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Untan



PublikA, Jurnal S-1 llmu Administrasi Negara, Vol 3, Nomor 4, edisi Desember 2014

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Daam era globalisas sekarang
ini, perkembangan dunia sangatlah maju,
Kebanyakan perkembangan yang terjadi
pada zaman moderen ini yakni di bidang
teknologi dimana penemuan-penemuan
semakin banyak, sehingga menciptakan
suatu informasi teknologi yang cepat,
akurat, sehingga waktupun tidak akan
terbuang dengan sSasia untuk _bisa
mendapatkan pelayanan yang cepat pula.
Perkembangan  teknologi® informasi
maupun  komunikasi menghasilkan
manfaat positif bagi kehidupan ‘manusia
dan memberikan banyak. kemudahan,
seperti  kemudahan .dalam memperoleh
informasi #dan kemudahan bertransaksi.
Perkembangan teknologi informasi dan
komunikas juga dapat membantu
manusia dalam=menjalankan aktivitasnya,
karena segalarkegiatan dapat dilakukan
dengancepat, murah, dan tepat, sehingga
produktivitaskerja akan meningkat.

Perkembangan
informasi dan komunikasi
memperlihatkan bermunculannya
berbagai jenis kegiatan yang berbasis
pada teknologi ini, seperti dalam dunia
pemerintahan (e-gover nment), yang
didalamnya memiliki program . seperti
dalam bidang", pemerintah, (e-KTP),
pendidikan(e-education, e-learning),
kesehatan (e-medicihe, e-laboratory), dan
lainnya, yang kesemuanyaritu.berbasi skan
elektronik. Perkembangan teknoligi yang
tgadi juga terkadang menimbulkan
kontroversi di kalangan masyarakat suatu
teknologi yang bisa berdampak positf
maupun  negatif. Teknologi  sangat
dibutuhkan dalam mendukung proses
kehidupan manusia, teknologi bisa
memberikan kemudahan bagi masyrakat
dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dampak perkembangan teknologi juga
turut serta mempengaruhi berbagai bidang
baik itu bidang ekonomi, sosia bahkan

teknol ogi
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pemerintahan, salah satu bentuk pengaruh
teknologi terhadap aktivitas pemerintah
yaitu dengan di tergpkannya e
government.

Seiring dengan perkembangan
teknologi, maka pemerintah membuat
sebuah  terobosan baru di  bidang
kependudukan Republik Indonesia
yaitu dengan membuat KTP elektronik
atau yang biasa disebut e-KTP. eKTP
merupakan salah satu program nasiond
yang harus dilaksanakan oleh pemerintah
disetigp daerah, karena pelaksanaan e-
KTP dipandang sangat relevan dengan
rencana pemerintah daam  upaya
mengciptakan pelayanan publik yang
berkualitas dan berbasis teknologi untuk
mendapatkan s'hasil datas, kependudukan
yang lebih tepat dan akurat.Berdasarkan
hasil observas di’ &Kecamatan'Pontianak
Utara dan Dinas -*Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota .Pontianak, bahwa
masih ada masyarakat™ di Kecamatan
Pontianak Utara yang belum memiliki
wajib e-KTP. KecamatanPontianak Utara
memiliki empat kelurahan diantaranya:
Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan
Siantan Tengah, Kelurahan Siantan Hilir
dan Kelurahan Batu Layang. Dari empat
kelurahan tersebut masih ada beberapa
masyarakat yang belum memiliki e-KTP.
Hal ini terlihat pada kepemilikan KTP
menurut empat kelurahan tersebut.

Berdasarkan data yang di ambil
dari jumlah keseluruhan penduduk di
Kecamatan Pontianak Utara sebanyak
148.044-diwa, dan Jumlah penduduk dari
setigp Kelurahan yakni, Kelurahan
Siantan Hulu sebanyak 46.258 jiwa,
Kelurahan Siantan Tengah sebanyak
41.009 Jiwa, kemudian Kelurahan Siantan
Hilir dengan jumlah penduduk sebanyak
36.392 Jiwa, dan Kelurahan Batu Layang
jumlah penduduknya sebanyak 24.385
Jiwa. Dari jumlah penduduk di atas maka
penduduk Kecamatan Pontianak Utara
yang wajib memiliki e-KTP sebanyak
sebanyak 104.057 Jiwa atau sebanyak
70,26%. Sumber Data (Disdukcapil dan
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Kecamatan Pontianak Utara). Berdasarkan
data yang di  peroleh, program
implementasi  pembuatan eKTP di
Kecamatan Pontianak Utara belum
maksimal terutama dalam pencapaian
target.

Berdasarkan data yang diperoleh
dapat penulis  simpulkan bahwa
pengimplementasian program pembuatan
eKTP beum berjaan dengan baik,
terutama dalam  pencapaian  target
perekaman e-KTP. Belum tercapainya
target perekaman eKTP yang telah™ di
tentukan menunjukkan bahwa proses
Implementasi  Kebijakan «~Pembuatan e-
KTP di Kecamatan Pontianak Utara belum
berjalan  dengan+" efektif. .. Meskipun
pemerintah Kecamatan Pontianak Utara
telah melaksanakan program eKTP
tersebut dengan semaksimal mungkin,
tetapi masih ada sekitar 23,15 persen
warga yang belum melakukan perekaman
e-KTP. Hal ini lah yang menjadi salah satu
alasan pendliti untuk melakukan penelitian
ini. Berdasarkan observass awal yang
peneliti  dapatkan di lgpangan dan
berdasarkan hasil wawancara awa yang
peneliti lakukan, dalam proses
implementasinya terjadi beberapa
permasalahan yang menjadi kendala bagi
pihak kecamatan, diantaranya:

Pertama, banyak warga yang
telah wajib KTP tetapi tidak terdata, hal
tersebut membuat warga Kecamatan
Pontianak Utara banyak yang belum
melakukan perekaman e-K TP. Warga yang
tidak terdata merupakan warga pendatang
dari luar, selain itu sebagian warga bekerja
di luar kota, sehingga sulit untuk
mengetahui  jumlah warga wajib KTP.
Kedua, Kurangnya informasi yang
diterima oleh masyarakat sekitar yang
berkaitan dengan pengetahuan tentang e-
KTP itu sendiri sehingga tidak semua
masyarakat paham akan tujuan kebijakan
tersebut. Ketiga, kurangnya alat yang
disediakan membuat proses pembuatan e-
KTP menjadi terhambat, dikarnakan
jumlah penduduk yang begitu besar.
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Terjadinya kendala dalam pencapaian
target perekaman e-KTP tersebut tidak
hanya karena kekurang alat,dan kurangnya
sosialisasi, melaikan kesadaran diri dari
masyarakat itu sendiri sangatlah kurang.
Berdasarkan hasil wawancara pendliti
dengan pihak Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
Sosialisasi sudah kita lakukan semaksimal
mungkin, sudah di publikasikan di
Koran,tv, media masa, dan juga ke pihak
kecamatan. Namun disini kendala kita
adalah masyarakat itu sendiri, sebagian
masyarakat ada yang mengganggap sepele
dengan adanya kebijakan wajib e-KTP ini.
Masyarakat mengganggap eKTP ini
penting apabila sudah merasa mendesak
untuk membuat administrasi  lainnya,
seperti membuat KK, SIM, dan lainnya”.
(Zulkifli, Sekretaris Disdukcapil Kota
Pontianak). Dengan ‘adanya permasalah ini
maka penulis ingin melakukan penelitian
dengan judul Implementasi Kebijakan
Pembuatan Elektronik-KTP di Kegamatan
Pontianak Utara.

2. KAJIAN TEORI

Implemetasi adalah suatu
tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang sudah disusun secara matang
dan terperinci Implementas’ biasanya
dilakukan setelah perencanaaan sudah
dianggap fix. Implementasi kebijakan
merupakan suatu hal yang krusia dalam
studi kebijakan publik. Menurut Edward
11+ (1980:1) bahwa implementas
kebijakan adalah “is thr stage of
policymaking between the establishment of
a—polity”. Pentingnya implementasi
kebijakan dalam  proses  kebijakan
ditegaskan oleh Udjodi ( 1981: 32) sebagai
. “the execution of policies is important if
not moreimportant than policy making”.
Salah satu tahapan penting dalam siklus
kebijakan publik adalah implementas
kebijakan. Ripley dan Franklin (dalam
Winarno, 2012:148) menyatakan bahwa
implementasi adalah apa yang terjadi
setelah undang-undang di tetapkan yang
memberikan otoritas program, kebijakan,
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keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang
nyata (tangible output). Sementara itu
secara lebih luas Winarno (2012:147)
menyatakan bahwa implementasi
kebijakan merupakan pel aksanaan undang-
undang di mana berbagai actor, organisasi,
prosedur dan teknik bekerja bersama-sama
untuk menjalankan kebijakan dalam upaya
untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau
program-program.

Van Meter dan Van Horn
sebagaimana di kutip oleh Winarno (dalam
Winarno, 2012:149) menyatakan bahwa
Implementasi kebijakan sebagai tindakan-
tindakan yang dilakukan olel individu-
individu (atau  kelompok-kelompok)
pemerintah maupun swasta yang diarahkan
untuk mencapai tujuan-tujuan;yang telah
ditetapkan dalam keputusan-keputusan
kebijakan Sebelumnya,” tindakan ' ini
mencakup usaha-usaha untuk mengubah
keputusan-keputusan® menjadi  tindakan-
tindakan oprasional dalam kurun waktu
tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan-perubahan besar kecil yang

ditetapkan oleh  keputusan-keputusan
kebijakan,
Menurut Nugroho (2008:618)

implementasi kebijakan pada prinsipnya
adaah cana agar sebuah kebijakan
mencapal tujuannya. Untuk
mengimplementasikan kebijakan publik,
ada dua pilihan langah, yaitu langsung
mengimplementasikan  dalam  bentuk
program atau melalui formulasi 'kebijakan
derivat atau turunan‘dari kebijakan publik
tersebut. Suatu kebijakan-atau program
harus diimplementasikan agar mempunyai
dampak atau tujuan yang diinginkan.
Implementas kebijakan dipandang dalam
pengertian luass  merupakan alat
administrass  publik  dimana  aktor,
organisasi,  prosedur, teknik  serta
sumberdaya  diorganisasikan Secara
bersama-sama untuk menjaankan
kebijakan guna meraih dampak dan tujuan
yang diinginkan. Untuk
mengimplementasikan kebijakan, secara
rinci menurut Edwad 11l (ddam Widodo
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2008:29), mengatakan agar implementas
kebijakan tersebut berhasil dan berjalan
secara efektif, maka ada 4 variabel yang
harus diperhatikan mencakup faktor
Komunikas (Communication), Sumber
Daya (Resources), Disposisi
(Dispositions), Struktur Birokrasi
(Bureaucratic structure).

Suatu kebijakan yang telah ada
sebelumnya akan di implementasikan guna
untuk melihat seberapa jauh kebijakan
yang telah dibuat tersebut sehingga
mampu menjawab permasaahan yang ada
di tengah-tengah masyarakat.
Implementasi. merupakan tahap yang
kursia dalam preses kebijakan publik dan
implementasi sangat=penting untuk melihat
dampak yang dihasilkan_suatu kebijakan
dalam pencapaian suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa pandangan
diiatas, dapat dissmpulkan bahwa proses
implementasi kebijakan,ini sesungguhnya
menyangkut aktifitasraktifitas | yang
dilakukan untuk melaksanakan ‘sesuatu
kebijakan secara efektif.sdan merupakan
pelaksanaan berbagal *program Yyang
dimaksudkan dalam suatu Kkebijakan
seperti prilaku badan administratif yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan
program, yang menimbulkan ketaatan pada
kelompok sasaran dan menyangkut
kedalam masalah kekuatan politik,
ekonomi, serta-sosial yang ilangsung atau
tidak dapat mempengaruhi prilaku dari
semua pihak yang terlibat pada akhirnya
berpengaruh pada kebijakan.

Menurut Edward 111, Faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan yakni:
Komunikasi
Sumber Daya
Disposisi
Struktur Birokrasi
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3. KERANGKA BERPIKIR

-
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam

S pembuatan e-KTP

4

( )
Implementasi Kebijakan Pembuatan e-KTP Di Kecamatan

L Pontianak Utara

/I\/I asalahnya yakni: \

Implementasi Program e-K TP belum efektif:
a. Banyak anggota masyarakat yang belum
memiliki e-KTP.
b. Kurangnya alat perekaman yang menjadi
lambatnya pembuatan e-KTP.
C. Fadlitasfaslitas yang disediakan kurang

K memadai. /
v

v

[ Pelaksanaan program E-K TP yang baik, tanggap dan }

sesual dengan tujuan dari program tersebut.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah
jenis penelitian deskriptif dengan metode
pendekatan kualitatif. Tempat dan-waktu
penelitian dilaksanakan -di Kecamatan
Pontianak Utara. Adapun langkah-langkah
yang dilakukan pendliti dalam melakukan
proses penelitian sebagai berikut:

a Melakukan orientas di
lapangan/penelitian —pendahuluan (pra
survey) dalam melakukan Tangkah
pertama, yang akan dilakukan oleh
peneliti adalah melakukan pengamatan
awa dilapangan untuk mengetahui dan
mengumpulkan data secara jelas dari

permasal ahan yang terjadi.
b. Pembuatan Usulan Penelitian setelah
mel akukan pengamatan awal,

selanjutnya  pendliti merumuskan
permasalahan dalam penelitian yang
akan di usulkan.
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c. Pengambilan data sekunder dan primer
yang kemudian secara bersamaan
dilakukan analisis pada hari itu juga
setelah selesai pengambilan data di
lapangan (Wawancara dan Observasi).

d. Membuat laporan penelitian (Skripsi).
Laporan penelitian/skrips yang di
susun oleh peneliti berdasarkan hasil
kesimpulan akhir dari analisis data yang
di peroleh.

Lokasi penelitian tentang
Implementasi  Kebijakan Pembuatan e-
KTP di Kecamatan Pontianak Utara .
Alasan.peneliti memilih tempat tersebut di
karnakan, dari beberapa kecamatan yang
ada di kota« pontianak, Kecamatan
Pontianak Utara merupakan Kecamatan
yang penduduknya lebih besar dengan
jumlah penduduk sebanyak,148.044 jiwa.
Dari’ jumlah penduduk tersebut jumlah
penduduk yang memiliki waib e-KTP
sebanyak 70,26 persen. , namun yang
menjadi  masalahnya, ““masih banyak
masyarakat Kecamatan Pontianak Utara
yang belum memiliki wajibe-KTPIini.

Subjek penelitian adalah
Sekretaris Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Camat Pontianak Utara,
Sekretatis Kecamatan Pontianak Utara,
Kas Pememerintahan K ecamatan
Pontianak Utara, Staf Perekam e-KTP,
Lurah Siantan Hulu, dan Masyarakat yang
memiliki e-KTP dan tidak Memiliki wajib
eKTP.

Daam penditian ini yang
digunakan sebagal instrument
pengumpulan data jadalah penditi itu
sendiri, dimana pendliti harus
mengumpulkan data yang valid dan akurat
dengan  terlibat langsung  dengan
masyarakat serta untuk memudahkan
pengumpulan data, peneliti juga dilengkapi
dengan dat-adlat pengumpul data yang
telah disigpkan sebelumnya.  Teknik
pengumpulan data yang digunakan peneliti
dalam upaya memperoleh data adalah
dengan wawancara, observas, dan
dokumentasi. Selain itu, aktivitas dalam
andlisis data terdiri dari 3 tahap yaitu
reduks data (data reduction ),



PublikA, Jurnal S-1 llmu Administrasi Negara, Vol 3, Nomor 4, edisi Desember 2014

memaparkan (data display), dan Verifikasi
(verification). Sedangkan untuk
mendapatkan validitasnya menggunakan
triangulasi sumber.

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang
permasalahan  penelitian dan  fokus
penelitian yakni mengenal Implementas
Kebijakan  Pembuatan eKTP  di
Kecamatan Pontianak Utara maka untuk
mengetahui  faktor apa sga _.~yang
berpengaruh  dalam |mplementas
Pembuatan eKTP di¥ Kecamatan
Pontianak Utara peneliti menggunakan
sdah satu mode+ proses Implementas
Kebijakan Publik yang di Kemukakan oleh
George C. Edwards,_ 1, 'yang membahas
empat faktor sebagai berikut:

Komunikas
Sumber daya
Disposisi

Struktur Birokrasi

pODNPRE

Penggunaan model sangat
bermanfaat dalam mengkaji permasalahan
yang timbul dalam suatu kebijkan publik:
Model kebijakan publik bisa menjadi tolak
ukur bagi keberhasilan kebijakan terutama
yang berkaitan dengan. Implementasi
Kebijakan e-KTP, suatu kebijakan akan
berjalan denganbaik apa bila pihak-pihak
yang terlibat pada pengimplementasi
tersebut dapat memperhatikan faktor yang
terdapat dalam model-=kebijakan publik.
Berdasarkan hasil penelitian terlihat-bahwa
model kebijakan yang di ungkapkan oleh
Edwards 1l sangat berpengaruh dalam
Implementass  Pembuatan e-KTP di
Kecamatan Pontianak Utara.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu
faktor yang terdapat dalam model
implementasi  yang dikemukakan oleh
Edwards I11. Komunikasi dianggap sebagai
sdlah satu  faktor yang  dapat
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mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan
terutama  yang  berkaitan  dengan
implementasi program pembuatan e-KTP.
Faktor komunikasi seharusnya mampu
dipahami dengan jelas oleh individu-
individu mengenai maksud dan tujuan
kebijakan agar implementasi kebijakan itu
sendiri dapat berjalan dengan efektif.
Implementasi akan berjalan efektif apabila
ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan
dipahami oleh individu-individu yang
bertanggungjawab  dalam  pencapaian
tujuan kebijakan, keelasan ukuran dan
tujuan-kebijakan dengan demikian perlu
dikomunikasikan secara tepat dengan para
pelaksana. Konsistensi atau keseragaman
dari- = ukuran dasar tujuan  perlu
dikomunikasikan sehingga implementor
mengetahui secara tepat tkuran maupun
tujuan kebijakan itu.

Berkaitan dengan faktor
komunikasi, salah satu kebijakan yang
dilakukan oleh aparat dinas terkait dengan
melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh
aparat Dinas Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Kota Pentianak, | serta di
bantu oleh pihak Kecamatan, pihak
Kelurahan, serta pihak RT/RW. pun ikut
membantu dalam melakukan jsosialisasi
kKepada masyarakat tentang adanya
program eKTP ini. sosiadisas ini di
lakukan® dengan  maksud  supaya
masyarakat memahami tentang program
seperti apa eKTP itu, apa-apa sga
manfaat yang di peroleh dengan di
berlakukannya kebijakan tersebut.
sosialisas ini diharapkan dapat membantu
pihak  Dinas=" Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil dan pihak Kecamatan
daam melaksanakan program e-KTP
sesuai dengan prosedur yang telah di
tentukan dan  masyarakat  sebagai
stakeholder dari e-KTP dapat mengetahui
dengan jelas dari penggunaan e-KTP
tesebut.

Berdasarkan wawancara peneliti
dengan Sekretaris Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
bahwa: “‘sudah ada pemberian sosialisasi
kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan
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maupun masyarakat itu sendiri. Sosialisai
dilakukan seperti, pihak dinas terkait
melakukan sosialisasi langsung di Kantor
Kecamatan dan  Kelurahan  serta
melakukan sosialisasi pula di media masa
seperti Koran, Tv, Sepanduk, dan radio
dan .

sosialisasi juga dilakukan dengan
mengundang masyarakat ke kantor camat
untuk diberi pengarahan mengenai (e
KTP). Masyarakat diundang secara
bergantian untuk setiap kelurahan selama
beberapa hari. Pihak kelurahan diminta
mengorganisir warganya untuk datang ke
kantor camat. Petugas _.dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
petugas dari Kecamatan Pontianak Utara
memberikan penjelasan kepada
masyarakat mengenai tata=cara pengurusan
e-KTP. Dengan adanyasosialisas tersebut
masyarakat menjadi  paham terhadap
program  eKTP,- sehingga ketika. ingin
mengurus e-KTP masyarakat tahu apa hak
dan kewagjiban yang harus dipenuhinya

Menurut = Sekretaris Kecamatan
Pontianak Utara: “untuk
mengsosialisasikan kebijakan mengenai e-
KTP ini'kepada masyarakat sudah kita

laksanakan  dengan  baik,  namun
kendalanya  disini yakni dengan
masyarakat® itu  sendri,  sebagian

masyarakat ‘menganggap sepele dengan
kebijakan tersebut, sehingga masih ada
masyarakat yang belum memiliki wajib e
KTP ini”.(Wawancara dengan_Sekretaris
Kecamatan Pontianak Utara, dengan
bapak Drs. Nawari, M.S).

Hal senada pulajuga.di ungkapkan
oleh salah satu pihak Kelurahan yakni dari
Kelurahan  Siantan  Hulu  pendliti
memperoleh informas  langsung dari
Sekretaris Kelurahan, yang menegaskan
bahwa ““Sosialisasi dari Disdukcapil itu
sendiri sudah diberikan kepada pihak
Kelurahan, RT dan RW serta beberapa
masyarakat yang ada di Kelurahan
Santan Hulu pun ikut hadir dalam
sosialisasi tersebut,untuk mengetahui apa-
apa saja manfaat dan kegunaan dari e-
KTP tersebut serta bagai mana prosedur
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pembuatan e-KTP”. (Wawancara dengan
pihak Kelurahan Santan Hulu Kecamatan
Pontianak Utara, Jumat,16 Me 2014,
pukul 12.51 WIB. Bapak Ajun).

Hal serupa juga diungkapkan oleh
sdah satu staf Kelurahan Siantan Hulu
bagian Kasi Pemerintahan menurut beliau,
“sosialisas telah disampaikan oleh pihak
Kelurahan Siantan Hulu dengan baik,
tetapi masih ada beberapa masyarakat
yang kurang peduli dengan informas
tersebut, dan menganggap sepele dengan
adanya kebijakan waib eKTP ini,
sehingga masih ada beberapa masyarakat
yang tidak=memiliki e-KTP, masyarakat
akan menganggap bahwa eKTP ini
penting wapabila ada keperluan yang
mendesak, seperti membuat KK, Akta
Kelahiran, dan' SIM atau sebagainya yang
berbentuk administrasi ”.

Dari hasil penelitian di 'Kelurahan
Siantan Hulu, pihak 'setempat mengatakan
Kurangnya kesadaran “dari masyarakat
tentang adanya kebijakan e-KTP tersebut
membuat kebijakan yang.telah di atur oleh
pemerintah belum berjalan dengan baik
dikarnakan masih ada  beberapa
masyarakat yang belum memiliki wajib e-
KTP.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu
faktor - pendukung yang Ssangat penting
dadam —proses  implementas. Tanpa
ketersediaan sumber daya yang memadai
maka pelaksanaan implementas akan
mengalami hambatan. Komponen sumber
dayaini“meiputi jumlah staf, keahlian dari
para pelaksana, informasi yang relevan
dan cukup untuk mengimplementasikan
kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber
terkait dalam pelaksanaan  program,
adanya kewenangan yang menjamin
bahwa program dapat diarahkan kepada
sebagaimana yang diharapkan, serta
adanya fadlitas-fasilitas pendukukung
yang dapat di paka untuk melakukan
kegiatan program.
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Informasi merupakan sumber daya
penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada
dua bentuk informasi yaitu informasi
mengenahi bagaimana cara menyelesaikan
kebijakan/program serta bagi pelaksana
harus mengetahui tindakan apa yang harus
dilakukandan informasi tentang data
pendukung kepetuhan kepada peraturan
pemerintah dan undang-undang.
Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat
tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para

pelaksana  dilapangan. Kekurangan
informasi/pengetahuan bagaimana
mel aksanakan kebijakan memiliki

konsekuensi langsung seperti™ pelaksana
tidak bertanggungjawab,~atau pelaksana
tidak ada di tempat kerja “sehingga
menimbulkan inefisien.

Implementasi kebijakan
membutuhkan kepatuhan organisasi :dan
individu terhadap” peraturan pemerintah
yang ada. Sumberdaya lain yang juga

penting adalah™ kewenangan  untuk
menentukan bagaimana program
dilakukan, kewenangan untuk

membelanjakan atau mengatur keuangan,
baik penyediaan uang, pengadaan staf,
maupun ‘pengadaan supervisor. Fasilitas
yang diperlukan untuk melaksanakan
kebijakan/program harus terpenuhi seperti
kantor, perdatan, serta dana yang
mencukupi, tanpa fasilitas programtidak
dapat berjalan'dengan baik:

Ketersediaan sumber_daya fasilitas
merupakan salahisatu faktor penting untuk
mencapai  keberhasilan Jimplementasi
kebijakan. Sumber daya fasilitas dalam hal
ini tempat merupakan“-prasarana yang
digunakan untuk mengoprasionaisas
implementasi  kebijakan sehingga dalam
proses implementasi mudah
dilaksanakan.Tterbatasnya fasilitas dan
peralatan yang di perlukan dalam
pelaksanaan  kebijakan  menyebabkan
gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena
dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk
mendapatkan informas yang akurat, tepat,
andal, dan dapat dipercaya akan sangat
merugikan pelaksanaan akuntabilitas.
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Sudah menjadi hal yang lumrah
dalam penergpan suatu kebijakan padti
akan membutuhkan fasilitas pendukung
untuk keberhasilan dan kebijakan tersebut.
seperti pengadaan aat, yaitu jaringan
internet,  komputer, kamera  foto,
perekaman sidik jari, dan perekaman retina
mata. Apabila adat tersebut tidak
memenuhi atau mengalami kendala seperti
kerusakan maka secra langsung akan
menghambat proses berjalannya
pembuatan e-KTP tersebut. Seperti yang
disampaikan pihak Kecamatan Pontianak
Utaras

“Ketersediaan sumber daya yang
memadai menjadi_salah satu syarat bagi
keberhasilan  implementasi  kebijakan.
Sumber daya manusia, peralatan dan
keuangan. karena Sumber., daya adalah
mesin penggerak bagi bekerjanya sebuah
program. terlaksananya suatu" program
tanpa sumber daya yang mencukupi |,
mustahil program dapat dilaksanakan
dengan baik oleh sebab itu kami masih
mengusahakan agar bertambahnya
sumber daya manusia untuk mendorong
tercapainya sasaran dalam
pengimplementasikan e-KTP yang efektif”
(Sekretaris Kecamatan Pontianak Utara
Bpk. Nawari).

Sementara itu, untuk peralatan
yang tersedia -di Kecamatan Pontianak
Utara ‘'masih minim. perdatan tersebut
terdiri dari; komputer ;yang memiliki
jaringan, dantsistem eKTP, mesin foto,
mesin sidik jari dan mesin pembaca tanda
tangan. Selama=ifni mesin yang tersedia
untuk masing-masing keperluan hanya dua
buah. Hal ini jelas tidak sebanding dengan
beban atau jumlah masyarakat wajib KTP
yang akan dilayani. Hal ini juga di sampai
kan oleh salah satu operator e-KTP di
Kecamatan Pontianak Utara:

“Memang alat yang disediakan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Spil  untuk pihak kecamatan yang
melakukan perekaman e-KTP sangatlah
kurang, karena jumlah warga dari setiap
kelurahan cukup banyak sedangkan alat
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yang disediakan sangat terbatas, dan ada
juga sebagaian alat yang rusak. Hal ini
jelas menjadi penghambat untuk pihak
operator pembuatan e-KTP, sehingga
membutuhkan waktu yang lama dalam
proses pembuatan e-KTP tersebut”.
(Wawancara dengan pihak Oprator di
Kecamatan Pontianak Utara, dengan
bapak 1zamuddin).

Kondis seprti ini yang menjadi
kendala yang dapat menghambat dalam
pelaksanaan program pembuatan e-KTP di
Kecamatan Pontianak Utara, namupn-dalam
hal ini pihak-pihak terkait dalam
pelaksanaan program pembuatan e-KTP
juga telah berupaya-dengan baik “tintuk
mengatas kekurangan alat tersebut, seperti
mengajukan _surat  keterangan .untuk
meminta _stambahan alat kepada
pemerintah, agar dapat memperlancarkan
pelaksanaan program eKTP tersebut.
Sampal saat ini pelayanan e KTP masih
dalam ! tahap _ perekaman tapi tidak
seluruhnya masyarakat yang bersimpati
untuk datang di kecamatan untuk di rekam
alasannya berbeda —beda, salah satu dari
masyarakat ~ yang peneliti temuli
mengatakan bahwa:

“saya belum sempat melakukan
perekaman e-KTP di kecamatan karna
masih sibuk’dengan pekerjaan saya, lagi
pula untuk menuju ke kanter camat sangat
jauh. Belum lagi proses pembuatannya
yang lama. (wawancara_ dengan
masyarakat Kelurahan Santan Hulu, ibuk
Mulyanti)’ Kurangnya kesadaran dari
masyarakat tentang pentingnya wajib e-
KTP ini membuat program Implementas
kebijakan Pembuatan e-K TP di Kecamatan
Pontianak Utara Belum berjalan dengan
baik. Sedangkan ini pembuatan e KTP
gratis apalagi kalau nanti  eKTP
memerlukan biaya mungkin masyarakat
sudah tidak simpati terhadap program
pemerintah ini.

Dari  beberapa ha mengenai
sumber daya, dapat disimpulkan bahwa
sumber daya faslitas dalam rangka
implementasi kebijakan pembuatan e-KTP
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di Kecamatan Pontianak Utara mash
kurang memadai  sehingga dalam
pelaksanaannya implementor mengalami
kesulitan. Sumber daya yang berupa
fasilitas merupakan  sarana  yang
dibutuhkan dalam rangka mempermudah
oprasionalisas implementasi  kebijakan.
Keadaan fasilitas yang tidak memadai
tentunya mempersulit implementor dalam
pel aksanaan implementasi.

3. Disposisi
Disposisi diartikan sebagai sikap
para pelaksana untuk

mengimplementasikan kebijakan. Daam
implementasi kebijakan disposisi  juga
diartikan: sebagal Watak dan karakteristik

yang dimiliki  implementor dalam
menjal ankan sebuah kebijakan.
Karakteristik  tersebut dapat berupa

komitmen, kgujtran, serta @ difat
demokratis. Implementor akan, dapat
menjaankan kebijakan dengan baik sesuai
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan
disaat implementor memiliki disposisi atau
sikap yang baik. sebaliknya, apabila sikap
atau persefektif yang dimiliki implementor
berbeda dengan yang diharapkan pembuat
kebijakan maka proses implementasi tidak
dapat  terlaksana  dengan.  efektif.
Berdasarkan hasil wawancara pendliti
dengan salah satu masyarakat yang tidak
memiliki  eKTP beliaui’ mengatakan
bahwa

“bukan tidak mau'membuat e-KTP
tetapi ; ada ‘sebagian pihak yang lebih
mengutamakan masyar akat yang
membayar dengan uang, atau pun yang
masih menyangkut dengan hubungan
keluarga, jadi kami masyarakat yang
biasa-biasa saja ketika mengurus e-KTP
itu prosesnya sangat lambat, sehingga
rasa malas itu yang membuat saya belum
melakukan  perekaman eKTP  ini”.
Wawancara dengan Mahasiswa ,lansep
sdah satu warga Kecamatan Pontianak
Utara.

Disinilah skap dari pelaksana
harus lebih adil dengan masyarakat, tidak
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ada perbedaan antara satu dengan lainnya.
Ada tiga bentuk sikap/respon implementor
terhadap kebijakan, vyaitu kesadaran
pelaksanaan, petunjuk/arahan pelaksanaan
untuk  merespon  program  kearah
penerimaan atau penolakan, dan intensitas
dari respon tersebut. para pelaksana
mungkin memahami maksud dan sasaran
program namun seringkali mengalami
kegagalan dalam melaksanakan program
secara tepat karena mereka menolak tujuan
yang ada didaamnya sehingga secara
sembunyi mengalihkan dan menghindari
implementasi  program. Disamping itu
dukungan para pegabat pelaksana sangat
dibutuhkan dalam mencapal sasaran
program. Dukungan dari pimpinan Sangat
mempengaruhi pelaksanaan program agar
dapat mencapai tujuan 'secara efektif dan
efisien.

Wujud dari dukungan pimpinan'ini
adalah jmenempatkan kebijakan menjadi
prioritas program, penempatan pelaksana
dengan, orang-orang yang mendukung
program, memperhatikan keseimbangan
daerah,agama,suku, jenis kelamin dan
karakteristik ~ demografi yang lain.
Disamping itu penyediaan dana yang
cukup guna memberikan insentif bagi para
pelaksana’y program  agar  mereka
mendukung dan bekerja secara total dalam
melaksanakan kebijakan/program.” Tiga
macam elemen respon- yang dapat
mempengaruhi i keinginan .dan kemauan
untuk melaksanakan suatu _ kebijakan
antara lain terdiri dari « pengetahuan
(cognition), pemahaman dan pedalaman (
comprehesion and under standing)
terhadap kebijakan, arah respon mereka
apakah menerima, netral atau meneloak
(acceptance, neutrality, and reection),
intensitas terhadap kebijakan.

Daam rangka pel aksanaan
implementasi  kebijakan pembuatan e
KTP, pemilihan personil  kebijakan
haruslah orang-orang yang memiliki
dedikas kebijakan yang telah ditetapkan,
lebih khususnya lagi pada kepentingan
warga. Disposis atau skap para
implementor yang tidak mau
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melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan akan menimbulkan hambatan-
hambatan bagi tercapainya tujuan dari
pengimplemetasian kebijakan. Dedikas
yang tinggi juga sangat diperlukan agar
terlaksananya pelaksanaan kebijakan yang
baik, seperti oprator yang tinggal didaerah
yang cukup jauh dari wilayah tersebut,
agar tidak datang terlembat, karena
keterlambatan merupakan
ketidakdisiplinan yang akan menjadi
penghambat dalam melakukan suatu
pelayanan.

Keseriusan sikap dari implemetor
di Kecamatan Pontianak Utara dirasakan
sudah sangat baik. hal tersebut dirasakan
dengan pkeseriusan=, implemetor dalam
pel aksanaan kebijakan ‘pembuatan e-KTP.
aparatur telah’ menunjukakan sikap yang
baik’ dan komitmen yang tinggi dalam
implementasi  kebijakan, hal ‘ini dapat
terlihat dari sikap™ ketika memberikan
pelayanan ketika melaksanakan pergkaman
e-KTP. berdasarkan 'hasil wawancara
peneliti dengan Pihak Implementor

kami selaku™ pihak untuk
pembuatan e-KTP sudah® memberikan
sikap yang baik kepada masyarakat,dan
memberikan pelayanan yang baik pula”
(Wawancara bersama Bpk. lzzamudin,
selaku kepala Operator pembuatan e-
KTP).

selain itu aparatur juga berusaha
untuk = selalu  bertindak adil  dan
membiasakan budaya antri bagi setiap
masyarakat = yang @akan melakukan
perekaman e-KTP. ha senada pula di
ungkapan oleh,salah satu masyarakat yang
sedang membuat e-KTP di Kecamatan
Pontianak Utara:

“pelayanan yang di berikan oleh
pihak Kecamatan kepada kami dalam
pembuatan e-KTP sudah bagus, mereka
melayani dan menjelaskan apa-apa saja
kegunaan dan manfaat e-KTP ini dan
memberikan masukan-masukan lainnya,
namun jika dilihat dari segi waktu, masih
ada beberapa orang datangnya terlambat,
sehingga membuat kami masyarakat harus
menunggu lagi”.
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Dari pernyataan tersebut jelas
bahwa tidak ada kendala dalam tataran

disposis pelayanan yang ada di
Kecamatan Pontianak Utara tetapi
sebagian masyarakat mengeluh

mengatakan bahwa sikap implementor
dalam tepat waktu masih kurang, karena
saat proses pembuatan e-KTP sudah
dilaksanakan, masih ada beberapa pihak
yang belum datang di kantor, sehingga
membuat masyarakat harus menunggu.
Berdasarkan hasil wawancara pendliti:

““saya sudah menunggu dari pagis
tetapi staf di bagian perekaman-telum
datang jadi saya mau tidak=mau harus
menunggu sebentar”. (wawancara dengan
masyarakat Kelurahan"Santan Hulu)

Hal sepele” sepertiy ini. lah yang
menjadi masalah untuk: 'melaksanakan
kebijakan dengan baik:=Seharusnya pihak
yang terlibat harus berkomitmen dengan
suatu Kkebijakan: agar kebijakan. yang
dilaksanakan berjalan dengan efektip.

4.Struktur Organisasi

Implementasi  kebijakan yang
bersifat ' kompleks menuntut adanya
kerjasama banyak pihak. Ketika struktur
birokrasi | tidak  kondusif  terhadap
implementasi suatu kebijakan, maka hal
ini akan menyebabkan ketidakefektifan
dan menghambat jalanya pelaksanaan
kebijakan. Berdasakan penjelasan di atas,
maka memahami  struktur _ birokras
merupakan faktor yang fundamental untuk
mengkaji implementasi kebijakan publik.
Sandard operational “precedure (SOP)
merupakan perkembangan dari tuntutan
internal akan kepastian waktu, sumber
daya serta kebutuhan penyeragaman dalam
organisas kerja yang kompleks dan luas.
Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini
biasa digunakan untuk menanggulangi
keadaan-keadaan umum diberbaga sektor
publik dan swasta. Dengan menggunakan
SOP, para pelaksana dapat
mengoptimalkan waktu yang tersedia dan
dapat berfungs untuk menyeragamkan
tindakan-tindakan pejabat dalam
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organisasi yang kompleks dan tersebar
luas, sehingga dapat menimbulkan
fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang
besar dalam penerapan peraturan.

SOP sangat mungkin dapat
menjadi  kendala bagi implementas
kebijakan baru yang membutuhkan cara-
cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.
Dengan begitu, semakin besar kebijakan
membutuhkan perubahan dalam cara-cara
yang lazim daam suatu organisas,
semakin besar pula probabilitas SOP
menghambat  implementasi. Namun
demikian, ==di samping menghambat
implementasi “<kebijakan SOP  juga
mempunyai manfaat. Organisasi-
organisasl  ,dengan “sprosedur-prosedur
perencanaan yang luwes dan kontrol yang
besar atas program yang bersifat fleksibel
mungkin lebih ~ dapat  menyesuaikan
tanggung jawab yang baru daripada
birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-
ciri’ seperti  ini. Sébagamana yang
diungkapkan oleh pihak.kecamatan yang
sdaku  implementor Fe-KTP | beliau
mengatakan:

“dalam pelaksanan program e-KTP
i kami selalu mengikuti SOP (standar
Operasional Prosedur) dalam' pembuatan
e-KTP ini. Berdasarkan hasil wawancara
dapat dissmpulkan bahwa dalam program
Implementasi Kebijakan Pembutan e-KTP
ini pihak . dinas kependudukan dan
peneatatan: *sipil sering  melakukan
koordinas kepada pihak kecamatan yang
selaku implementor. Hal ini di pertegas
dengan pernyataan dari  Sekretaris
Kecmatan Pontianak Utara bahwa:
pembagian tugas sudah kami |laksanakan
dengan baik”, hal senada juga di katakan
oleh salah satu staf Kas Pemerintahan
beliau mengatakan: “pembagian tugas
sudah di lakukan oleh pihak kami, Camat
juga sudah memberikan masing-masing
bidang tugas, meskipun ada satu atau dua
orang yang kurang memahami tugasnya
tetapi masih bisa teratasi”.
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Berdasarkan observas  pendliti
melihat bahwa SOP pihak Kecamatan
Pontianak Utara sangat baik, mengenal
prosedur pembuatan e-KTP. masyarakat
bisa membaca dengan mudah bagaimana
tata cara dalam pembuatan e-K TP tersebut.
Karena prosedur tersebut sudah sangat
jelas diletakkan di papan informas yang
ada di Kecmatan Pontianak Utara
Berdasarkan hasil pengamatan, pendliti
melihat bahwa aparatur sudah
melaksananakan koordinasi dengan cukup
bailk dalam pengimplementasian e-KTPE;
baik itu koordinasi antar bagian, ataupun
koordinass dengan pihak.="kelurahan.
Koordinass antara pihak capil dan
kecamatan biasanya™ sering dilakukan
untuk menyampaiakan informasi mengenai
program e-KTP. Sepertis= apabila terjadi
kerusakan aat maka-=pihak kecamatan
langsung . melaporkan kepada pihak
disdukcapil untuk ditakukan tindak .|anjut.
Berikut hasil wawancara peneliti dengan
pihak Implementor pembuatan e-KTP:

“persediaan alat disini memang
sangat kurang, kami dari pihak Kecamatan
juga sudah menyampaikan ini kepada capil
namun belum ada tindak lanjut, terkadang
pembuatan; e-KTP ini terhambat dengan
adanya kenusakan kecil yang terjadi,
seperti Kamera yang tiba-tiba macet, alat
sidik jari 'macet, sehingga proses
pembuatan e-KTP ini menjadi lambat. Hal
ini selalu kami ‘'sampaikan kepada pihak
capil untuk memberikan tindak lanjut”;
(wawancara, Bpk |zzamuddin, Operator e-
KTP Kecamatan Pontianak Utara).
Koordinas seperti ini yang dilakukan
pihak yang melaksanakan program e-KTP
tersebut, dan koordinas kepada pihak
kelurahan pun dilakukan oleh pihak
kecamatan untuk pendistribusian e-KTP
yang sudah jadi pihak kecamatan langsung
memberikan eKTP tersebut kepada
Kelurahan untuk memberikannya kepada
masyarakat. Berikut hasil wawancara
peneliti dengan Staf Kecamtan Pontianak
Utara:
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“e-KTP yang sudah jadi ini akan
langsung kita berikan kepada Kelurahan
supaya hanti masyarakat mengambil e-
KTP tidak di Kecamatan melaikan di
kelurahan  mereka  sendiri, lama
pembuatan e-KTP ini bisa di perkirakan
hingga satu bulan lebih, sehingga
masyarakat harus sabar untuk menunggu
eKTP nya siap”.(Bpk Alek, Kasih
Pemerintahan, kecamatan  pontianak
utara).

Dari urayan di atas peneliti bisa
menyimpulkan bahwa untuk  struktur
birokrasi di..Kecamatan Pontianak Utara
tidak ada kendaladi karnakan pihak terkait
saling melakukaan "koordinasi yang baik
sehingga  tidak menghambat dalam
pencapai an target perekaman e-KTP.

5; KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Dalam menganalisis implementasi
kebijakan pembuatan eKTP ini| penulis
menggunakan model proses implementasi
yang di kemukakan oleh Edwads |11 yang
meliputi 4 faktor yaitu, kemunikasi,
sumberdaya, disposisi, dan  struktur
birokrasi  adapun  kesmpulan  dari
penelitian ini adalah;

a. Komunikasi
e-KTP merupakan program yang baru di
redlisasikan dalam hal'ini banyak pihak
terkait yang terlibat .dalam implementasi
kebijakan pembuatan e-KTP yakni Dinas
Kependudukan dan Pencatatan  Sipil,
Kecamatan, serta pihak Kelurahan.
Langkah awa untuk memperkenalkan
kebijakan pembuatan e-KTP ini dari
berbagai pihak telah melakukan sosialisas
kepada masyarakat setempat dan bahkan
telah melakukan sosialisasi di berbagai
media masa contohnya, di radio, koran,tv,
dan bahkan dengan memasang sepanduk.
Sosialisas dilakukan supaya masyarakat
tahu akan adanya kebijakan tersebut.
sosidlisas yang dilakukan oleh pihak
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Kecamatan Pontianak Utara kepada pihak
Kelurahan bertujuan supaya masyarakat
setempat mengetahui  prosedur-prosedur
dalam kebijakan pembuatan e-KTP, dan
masyarakat  bisa bisa  melakukan
perekaman di Kecamatan. Komunikasi
daam bentuk apapun sudah dilakukan
semaksma  mungkin  oleh  pihak
Disdukcapil maupun Kecamatan, dengan
tujuan agar dapat mencapa target
perekaman yang telah ditetapkan.

b. Sumber Daya

Dalam proses implementas
kebijakan program e-KTP sumber daya
sangat dibutuhkan baik dari segi kualitas
maupun kuantitasnya”™ pihak kecamatan
selaku operator perekaman;telah berusaha
sebisa mungkin untuk memberikan. yang
terbaik bagi® masyarakat, namun "dalam
pelaksanaannya masih banyak kendala
dengan terbatasnya” sumber daya yang
dimiliki. Sumber daya peralatan misalnya,
adat-alat  untuk® perekaman  sering
mengalami kérusakan dan membutuhkan
waktu yang lama untuk perbaikan alat,
sedangkan alat yang diberikan sangatlah
minim, [ sehingga untuk melakukan
perekaman e-KTP menjadi terhambat.

c. Disposis

Dalam pelaksanaan pembuatan e-
KTP pihak-pihak terkait sudah
melaksanakan ‘itugasnya dengan cukup
baik, dengan memberikan pelayanan yang
baik, sehingga masyarakat merasa dihargai
dan  masyarakat “tidak memberikan
komentar-komentar yang=negatif kepada
pihak Kecamatan. Namun disisi lain masih
ada pihak implementor yang pilih kasih,
dengan adanya hubungan keluarga dengan
dah satu masyarakat maka masyarakt
tersebut akan dilayani lebih dahulu. Disini
seharusnya sikap dari pelaksana harus
lebih adil daam melayani masyarakat,
tidak ada yang membeda-bedakan.

d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi dalam
program pembutan e-KTP sudah baik,
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pihak Kecamatan Pontianak Utara
menggunakan Standard Oprating
Procedures (SOP) dengan baik, sehingga
dalam program Implementasi pembuatan
eKTP masyarakat mudah  untuk
menetahui  apa-apa sgja prosedur dan
persyaratan pembuatannya. Dari empat
faktor diatas yakni Komunikasi, Sumber
Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi,
peneliti melihat ada beberapa faktor yang
menjadi pengahambat dalam Implementasi
pembuatan e-KTP yakni faktor Sumber
daya, dan disposis di karnakan, kurangnya
sumber, daya manusia dan kurangnya
sumber daya perdatan di Kecamatan
Pontianak Utara sehingga membuat
programy, pembuatan., e-KTP ini  belum
berjalan dengan efektif;.dan ketika sikap
pelakasana kebijakan tidak baik, maka
suatu 'kebijakan- akan berdampak buruk
dan bisa terjadi pencapaiaan target yang
telah ditentukan tidak tercapai.

Saran

Dengan memperhatikan
kesimpulan yang telah peneliti utarakan
sebelumnya, maka beberapa saran yang
dapat penditi asumsikan berkenaan
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
Implementasi Kebijakan Pembutan e-KTP
di Kecamatan Pontianak Utara, adapaun
saran-saran yang di maksud yakni sebagai
berikut:

a. . Sumber Daya, Pihak Kecamatan
Pontianak Utara harus lebih
memperhatikan lagi sumber daya
yang ada, bak sumber daya
manusia=“Mmaupun sumber daya
peralatan, supaya saat
melaksanakan program pembuatan
eKTP tidak terjadi kendaa
kendala yang tidak di inginkan
seperti ada aat-alat yang rusak
sehingga  pembuatan eKTP
menjadi terhambat.

b. Komunikasi, pihak Kecamatan
mapun pihak Kelurahan mestinya
memberikan informasi yang jelas
kepada masyarakat, Supaya
masyarakat memahami  tentang
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program eKTP ini, seperti
memberikan sosialisasi yang lebih
mendalam kepada masyarakat.

c. Disposisi, Kemudian program yang
direncanakan hendaknya selau
dikoordinasikan dengan  pihak
pusat ataupun SKPD terkait agar
sinkronisasi dan kebutuhan semua
pihak dapat terakomodir dengan
baik, dan skap implementor
tersebut harus diperhatikan lagi
tidak ada yang namanya perbedaan
dadam melaksanakan kebijakan
pembuatan e-KTP ini.

d. Struktur Organisasi, Presedur yang
dilakukan pihak Kecamatan sangat
baik, namun.Sebaknya “ditémpat
tempat pelayanan membuat skema
prosedur pelayanan KTP
Elektronik dengan jelas, sehingga
masyarakat' semakin  memahami
dan mengerti tatacara yang akan
dilaluinya™ Kemudian ditempat-
tempat pelayanan sebaiknya ‘ada
petugas khusus untuk mengarahkan
antrian sehingga masyarakat yang
dilayani tidak saling menunggu.
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